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Krta Pengantrr

Buku yang diberi judul, 'nspek Hukum Administrasi dalam Hukum

Merek ' membahas masalsh sistem pedindungan hukumnya- Saat ini,

Indonesia menggunakan sistem yang dinamakan stelsel konstitutif yang

didasa*an padalrst tofle system. Karena di Indonesia menggunakan

sistem yang dinamakan lrsr b frle system' maka keberadaan bukti

adanya hak merek menjadi sangat penting, Terbuldi, Direktorat Jenderal

memberikan Sertifikat Merek sebagai bukti adanya hak atas /merek.

Karena keberadaan Sertifikat Merek tersebut sangBt p€nting, maka

pemahaman mengenai karakteristik dari Sertifikat Mer€k sangat p€nting,

terutarna dsri p€rspektif hukum administrasi.

Matcri yang disajikan dalam buku ini tidak terlalu banyak topik

pembahasannya. Hanya ada 3 topik pembahasan. Disajikan dengan

sederhana dengan tujuan, trnhrk memudahkan pembaca dalam

memahami isinya. Materi yang dibahas antara lain:1. Bab I. Hukum

Merek dan Hukum Administasi Indonesiai 2. Bab IL Aspek Hukum

Administrasi dalam Hukum Merek; 3. Karalceristik Sertifikat Merek

sebagai Keputusan Tats Usaha Negara.

Buku ini dipersembahkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum

dan pemcrhati masalah hukum merek khususnya mahasiswa yang

mendapad<an mata kuliah Hukum Administasi Negara. Kajian
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teori hukum merek ini diterbitkan dengan tujuan, untuk memberikan

kemudahan kepada mahasiswa dalam memahami dan memperdalam

ilmunya selain yang diperoleh lewat perkuliahan. Kalau mahasiswa hanya

mengandalkan kemampuan mendengarkan dari penjelasan dosen ketika

kuliah sesewaktu mungkin bisa lupa. Tetapi kalau dilengkapi dengan

literatur yang tersistematis seperti yang ada didalam buku ini mahasiswa

menjadi semakin diperkaya lagi. Karena itu, dengan adanya buku ini,

mahasiswa bisa mempertajam kajian soal hukum merek. Karena teori-

teori yang ada didalam buku ini bisa dipelajari secara berulang-ulang.

Tetapi tidak berarti tidak ada kekuarangarmya. Tentunya saran dan kritik

dari pembaca dalam menyempumakan buku ini menjadi harapan besar

bagi penulis.

Penulis.



BAB I

TIUKTJM MEREK DA}{ HUKUM ADMIMSTRASI

INDOIIESIA

1, Pendahuluan

Dahulu, Aristoteles mengeluarkan suatu filsafat yang berbunyi

tle energt of the mind is the essence of life /, yang dapat diterjemahkan

secara bebas menjadi "tenaga pemikiran adalah inti dari kehidupan".

Di sini dapat dilihat seberapa besar seorang AristotFles menghargai

pemikiran seorang manusia. Bahkan ia yang dikenal sebagai salah satu

filsuf terbesar sepanjang masa itu menyetarakan keberadaan pemikiran

manusia tersebut dengan hidup manusia itu sendiri.

Hal tersebut di atas sangat dapat dimaklurni, karena Tirhan

memberikan akal, rasq karsa, dan budi kepada manusia untuk

membedakan manusia dari seluruh makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Dari sinilah diperoleh dasar pemikiran perlunya suatu perlindungan

atas hssil karya manusia yang didasarkan atas akal, rasa, dan karsa, yakni

perlindungan atas hak kekayaan intelektual. OK. Saidin dalam bukrmyd

t Aristoteles. dikut$ dari website dengan alamat wwri'.brainyquote.
com/quotes/authors/a/aristode-6htrnl. Dibuka pada tanggrl 29 Marct 2OlO

'OK. Saidin. ,4spet Hukum Hak Ktkayaan Intelektual (brtdlectual
Property Rights) , Ed. Revisl. Rajawalt Pers.Iakarte" 2M7, h, 9.
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oK. saidin, AsWk Hutum HaL Kekayasn Intelebtaal (Intellectaal propert! Rtghts), Ed.
Revlsl, Rajawali Pers, Jakarta, 2q)7, h. 9.

O. C. Kallgft Teori don Prahik Hthtm Merek Indorcsia, Alumni, Bandung, 2008, h. 1.

Phfffpug M, Hadjon, et. al,, Pengdntar Hula.m Administtdsi Indonesiq (Ibttoduction
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Yogyakarta, 1993, h, 28.

Hari Chatd, Mo&rn Jrafisprtdence, lrfrgrnatjonal Low Book Services, Kuala Lumpur,
1994, h.2.

Lord Llo'yd of Hampstead and M. D. A. Fref,[|tr$, An Intlod^ction to Jut isprudence,
English Language Book Society, Londoq 1985, h. 10.

Pgter Maclunud lelarz\ki, PenEqntar llmu Huhtm, Prenada Media Group, Jakatta,
2008, h. 9 (selanjutnya disebut sebagai Peter Machmud Marzuki I),

Rob€rt L. Hayma4 Jurispn dence : Con@mpor@y Readings, Problems, and Ndrra-
/il€r, Vy'est Publishing Compa[y, St. Paul MiDnesota, 1994, h. 5.

G. W. PatoD, I Textbook of Jurisprude.rce, English Language Book Society, Oxford
Uuivsrsity Press, London, 1972, b. 2.

Phillipus M. Hadjon dan Taliek Sri Djalnisti, Argumentasi Hularm, Cajah Mada Uni-
veBity Pr.ss, Yo$,rakartr" 2005, h. l,

J. J. H. Brugginlq R"cht Refecties, ditedema!,Ka olehAriefsidhart4 CitraAditya Bak-
ti, B&ndurg, 1999, h. 189.

Paul Scholten, Mr C. Asset b Hendleiding tut de Beoelentng vqt het Nederlan& Bu/-
ge ijk Recht. Algemen Deel, lN.E. LTjeerk-Willink, Zwollq 1974,h.94.

P. van Diik, er al.,l/an Apeldoornb Inleiding tot de Srudie tdn het Nederlan^e Rechl,
W. E. J. Teeik-Willintq 1985, h, ,148.

Jan Gijss€ls dan Ma* van Hoecke, Wql ls Rechtsteorie?, Kluwcr, Reah8wetsttshcap,
pen, Artw€rpe& 1982, h. 8.

Sjachran Basab Perltndngan Huhtm Terhadap St*ap-Tlndah Admiqlsnast Negara,
Alumni, Bandung, 1986, h. l.



Sondang P. Siagian, A.dministrasi Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta, h. 101-
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C. W. van der Pot- bewerkt door A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse Staats­
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